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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi membawa dampak luas terutama di sektor keuangan. 

Pada Lembaga keuangan non bank bermunculan ragam layanan keuangan yang 

memanfaatkan teknologi informasi tersebut sering disebut sebagai Financial 

Technology (Fintech). Jenis fintech yang sedang digemari masyarakat ialah fintech 

peer to peer lending. Aturan mengenai fintech peer to peer lending diatur dalam POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Dalam Perkembangan fintech peer to peer lending masih 

terdapat banyak permasalahan hukum yang terjadi, antara lain adanya risiko gagal 

bayar dari penerima pinjaman dan fintech ilegal. Gagal bayar dapat terjadi akibat 

ketidaktepatan dan kelalaian pihak penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi, 

dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan 

kepada pemberi pinjaman dan juga masih banyaknya fintech peer to peer lending ilegal 

yang beredar dan menyelenggarakan kegiatannya. Maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur terhadap 

eksistensi fintech peer to peer lending dan 2) Apakah Upaya yang dapat dilakukan 

kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan fintech peer to peer lending.   

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan, yaitu studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Sementara teori yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian, teori 

pengawasan, dan teori penyelesaian sengketa.  

Hasil penelitian ini menunjukan terjadinya gagal bayar sebagai bentuk 

kesalahan dari pihak penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan 

fintech, penyelenggara sebagai penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online 

dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk upaya yang dapat 

dilakukan kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan fintech peer to peer Lending 

adalah dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Sementara 

fintech peer to eer lending ilegal perlu adanya pengaturan dan pengawasan lebih lanjut 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu belum ada Undang-Undang yang secara 

tegas mengatur mengenai fintech peer to peer lending.  

Kata Kunci: Fintech Peer to Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan, Gagal Bayar, 

Fintech Ilegal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dunia saat ini tengah berada di era revolusi industri 4.0 yang membuat 

teknologi menjadi basis utama dalam kehidupan manusia serta membawa dampak 

yang luas terutama di sektor keuangan. Di Indonesia sistem keuangan pada prinsipnya 

dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem keuangan non 

bank. Lembaga keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga 

keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk kredit, simpanan atau bentuk-bentuk lainnya, yang terdiri 

atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan non bank 

adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak 

diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan (non depository financial institutions).1  

Kegiatan yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah pinjam 

meminjam uang. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam 

meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung 

perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah 

 
1 Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 

39. 
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membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan 

memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit 

perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.2  

Namun, untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah. Pihak bank atau 

kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan 

pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya bank akan meminta jaminan kepada 

peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang 

memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.  

Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk 

memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan 

yang dapat memberikan kredit walaupun baik dari syarat maupun prosedur banyak 

yang harus dipenuhi. Dalam pinjam meminjam ini tentunya berdasarkan suatu 

perjanjian, Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam 

Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

 
2 Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada., 2007), hlm. 2. 
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melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan.3 

Sedangkan pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan: Perjanjian pinjam meminjam adalah 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 

jumah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak 

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, Dalam perjanjian pinjam 

meminjam tidak diharuskan adanya jaminan namun, dalam pelaksanaannya perjanjian 

pinjam meminjam khususnya dengan objek pinjaman berupa sejumlah uang, maka 

sering diikuti dengan jaminan, seperti yang dilakukan oleh lembaga perbankan, 

maupun lembaga lainnya, yang mana perjanjian pinjam meminjam uang tersebut 

mengharuskan adanya jaminan.  

Pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang yang pengembaliannya 

dilakukan secara mengangsur termasuk kategori perjanjian kredit. Sedangkan 

pengertian perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata, akan tetapi 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (selanjutnya ditulis UU Perbankan) 

 
3 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.22, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1. 
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memberikan pengertian kredit, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, 

menyebutkan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.4  

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan pemberian kredit 

antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain (debitur) berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan terjadi adanya hubungan kontraktual berdasarkan pada perjanjian.  

Sistem yang terkandung Dalam Buku III KUH Perdata, yang mengatur 

mengenai perjanjian bersifat Sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal 

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.5 Artinya setiap orang bebas 

membuat perjanjian baik dari segi bentuknya maupun isi perjanjian, asalkan tidak 

bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi empat 

syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang 

membuatnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

 
4 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 

23. 
5 R. Subekti, Hukum Perjanjian……., hlm. 1. 
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3. Suatu hal tertentu;  

4. Suatu sebab yang halal.  

Semakin berkembangnya teknologi tentu mengakibatkan berkembangnya 

kehidupan manusia, diantaranya adalah perkembangan teknologi informasi secara 

online yang menimbulkan berbagai inovasi usaha salah satunya usaha yang 

memanfaatkan teknologi internet, yaitu hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa 

pinjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan Financial Technology 

(Fintech). Kehadiran teknologi dalam jasa keuangan sudah tidak dapat dihindarkan 

lagi oleh karena itu dalam pelaksanaanya perlu ada suatu badan yang mempunyai 

otoritas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui teknologi. 

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah membentuk badan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. Adapun tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan, menyebutkan: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan:  

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;  

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

dan stabil;  

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.  



6 
 

 
 

Guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang 

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan 

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat.6 

Kehadiran Financial Technology (Fintech) pada hakikatnya untuk menjawab 

tantangan regulasi yang selama ini dirasakan sulit meningkatkan penetrasi pinjaman 

ke semua lapisan masyarakat, karena lembaga keuangan konvensional umumnya 

menggunakan prosedur administrasi yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga 

perlu adanya lembaga baru yang dikenal dengan Financial Technology (Fintech) atau 

yang dikenal dengan fintech lending yang mampu memberikan layanan cepat dalam 

hitungan jam pinjaman sudah cair ke rekening debitur.  

Adapun yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi berdasarkan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi, menyebutkan: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

 
6 Konsideran Pada Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.  

Perusahaan Financial Technology (Fintech) menawarkan pinjaman uang 

berbasis online dengan memberikan kemudahan dalam meminjam uang yang 

dilakukan secara online dengan cara mendownload aplikasi fintech tersebut. Adapun 

kemudahan yang ditawarkan proses administrasi cepat, mudah, dan tidak ada jaminan 

atau barang yang diagunkan. 

Perkembangan fintech sendiri telah dimulai sejak tahun 2015 dimana banyak 

bermunculan perusahaan penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi 

informasi.7  Keberadaan fintech sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat 

menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik serta syarat yang mudah 

dipenuhi. Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (LPMUBTI).8 

Seiring perkembangannya terdapat beragam Jenis fintech yang beredar di 

masyarakat dalam hal ini yang banyak diminati ialah Fintech Peer to Peer Lending, 

dengan Peer to Peer Lending setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman 

 
7 Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: 

Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta: Cetakan ke-1, 2017), hlm. 3. 
8 “Marketplace Lending,” https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-

lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh/, Diakses pada tanggal 09 Januari 2021, pukul 

22.00. 

https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh/
https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh/
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untuk berbagai tujuan secara real time tanpa menggunakan jasa dari lembaga 

perbankan. Pada dasarnya, sistem peer to peer lending ini mirip dengan konsep 

marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara 

pembeli dengan penjual. Jenis layanan fintech peer to peer lending yang banyak 

dipakai oleh masyarakat diantaranya pendanaan konsumtif yang pada umumnya 

digunakan diluar kegiatan usaha dan pendanaan produktif yang digunakan sebagai 

modal usaha. 

Di dalam penyelenggaraan fintech peer to peer lending terdapat 3 (tiga) pihak, 

yaitu: 

a. Pemberi Pinjaman berperan menyediakan pinjaman yang disalurkan melalui 

penyelenggara fintech. Pemberi pinjaman disini termasuk konsumen 

fintech. 

b.  Penyelenggara fintech berperan sebagai perantara yang mempertemukan 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik, 

penyelenggara merupakan pihak yang menganalisis, menyeleksi, dan 

menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk 

ditawarkan kepada pemberi pinjaman.  
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c.  Penerima pinjaman fintech berkedudukan sebagai pihak yang mencari 

pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.9 

Jumlah perusahaan fintech peer to peer lending pun terus berkembang, 

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK per 6 April 2021, total jumlah 

penyelenggara fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah 

sebanyak 146 perusahaan.10 Namun, dalam perkembangannya masih ditemukan 

banyak perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak berizin (fintech illegal). Pada akhir 

April 2021, Satgas Waspada Investasi mencatat ada 86 penyedia layanan fintech Peer 

to Peer lending ilegal. Data tersebut menambah jumlah fintech peer to peer lending 

ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 menjadi 3.198 

entitas hingga April 2021.11  

Fintech Peer to Peer Lending sebagai industri baru yang muncul berkat 

kemajuan teknologi membuat aspek hukumnya masih terus berkembang dan belum 

dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada. Masih banyaknya penyelenggara 

fintech peer to peer lending ilegal ataupun yang belum terdaftar secara resmi di OJK 

namun, tetap menyelenggarakan kegiatannya.  

 
9 Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial 

Technology (Fintech) di Indonesia,” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2019), 

hlm.153. Diakses pada tanggal 08 Januari 2021, pukul 15.26. 
10 “Laporan Jumlah Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021 dalam,” 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-

Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 21.11. 
11 Suhartini, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai 

Upaya Perlindungan Pada Konsumen,” Jurnal AKRAB JUARA, Vol. 5:3 (Agustus 2020), hlm. 32. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-April-2021.aspx
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Tidak hanya itu saja, lebih lanjut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), tingkat wanprestasi pinjaman (TWP) di atas 90 hari 1,32% pada Maret menjadi 

1,37% per April. Kemudian meningkat lagi menjadi 1,54% pada Mei. Lahirnya 

perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis 

fintech mendorong regulator untuk mengatur lebih jauh terkait kegiatan pinjam 

meminjam uang. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang 

bergerak di sektor jasa keuangan tentu harus melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, 

asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech dan lembaga jasa keuangan 

lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, serta penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.12 

Fintech Peer to Peer Lending atau layanan pinjam meminjam berbasis online 

hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan diantaranya tidak adanya 

jaminan sebagai syarat yang dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini 

berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat di 

akses dengan mudah, semua orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat dan 

 
12 “Antisipasi Kredit Macet Fintech,” 

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60ffc13111a7c/pinjaman-konsumtif-melonjak-saat-ppkm-

fintech-antisipasi-kredit-macet  Diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 16.12. 

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60ffc13111a7c/pinjaman-konsumtif-melonjak-saat-ppkm-fintech-antisipasi-kredit-macet
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60ffc13111a7c/pinjaman-konsumtif-melonjak-saat-ppkm-fintech-antisipasi-kredit-macet
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mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan internet. Adapun beberapa 

kemudahan lain yang ditawarkan diantaranya:  

a. Proses peminjaman yang cepat, pinjaman online ini menjadi pilihan 

yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat. Dalam waktu tiga 

hingga lima hari kerja maka dana bisa dicairkan.  

b. Persyaratan pengajuan sangat sederhana. Jika mengajukan pinjaman di 

bank, akan terdapat serangkaian prosedur dan persyaratan yang cukup 

rumit dan panjang. Berbeda dengan bank, layanan pinjam meminjam 

peer to peer lending tidak memberi syarat agunan kepada peminjam. 

Umumnya persyaratan hanya berupa KTP, NPWP serta memiliki 

rekening atas nama sendiri.  

c. Akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone dan koneksi 

internet, sudah dapat mengakses aplikasi fintech layanan pinjam 

meminjam ini sehingga tidak perlu datang ke Bank dan mengantri saat 

pengajuan permohonan pinjaman.  

d. Besarnya keuntungan investasi yang di dapat, pada awal kemunculan 

memberi acuan bunga sebesar 5,57% namun, saat ini bunga yang 

ditawarkan bisa mencapai 10% bahkan lebih. 

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis fintech ini bertujuan untuk 

mempermudah dan memberikan keuntungan bagi para pihak, adanya risiko yang tidak 

bisa di hindari pihak kreditur. Risiko atau resicoleer, yaitu seseorang berkewajiban 



12 
 

 
 

untuk memikul kerugian jika ada kejadian di dalam kesalahan salah satu pihak, atau 

dengan bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan 

salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Dalam 

penyelenggaraan layanan pinjam berbasis fintech ini, ada berbagai risiko yang dapat 

terjadi terutama bagi pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman.13 

Salah satu risiko yang dapat terjadi kepada kreditur dalam layanan pinjam 

meminjam, yaitu memiliki potensi untuk kehilangan seluruh dananya, pendanaan 

konsumtif merupakan jenis pendanaan yang memiliki risiko paling tinggi karena dana 

yang dipinjamkan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa 

kasus gagal bayar diantaranya ialah kasus gagal bayar yang dilakukan seseorang 

setelah melakukan pinjaman ke 113 platform fintech. Kasus lain, yaitu terdapat debitur 

yang mengidap kanker dan membutuhkan uang kemudian melakukan pinjaman dana 

kepada platform fintech, karena besar biaya yang dibutuhkan debitur harus gali lubang 

tutup lubang membayar utang hingga akhirnya tidak lagi dapat membayar.14 Dapat 

dilihat dari dua contoh kasus diatas bahwa pihak penyelenggara tidak menawarkan 

pemberian pinjaman yang berkualitas kepada kreditur. 

Selain itu perlunya peran OJK dalam hal pengawasan sebagai lembaga yang 

berwenang di sektor jasa keuangan dalam rangka mitigasi risiko-risiko dalam Peer to 

 
13 Zaitul amina, “Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari 

Pengalaman di Negara Lain,” Jurnal Akunesa Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri Surabaya, hlm. 

85. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 21.09. 
14 “Ini kisah Nyata, Orang Ini Ngutang ke 141 Fintech Lending,” 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-

ke-141-fintech-lending Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 21.09. 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending
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Peer lending. Semua penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis fintech ini 

harus terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sehingga penyelenggara dalam 

menjalankan transaksi pinjam meminjam ini selalu dalam pengawasan OJK.  

Terjadinya gagal bayar pada kegiatan pinjam meminjam berbasis fintech, maka 

penyelenggara pada dasarnya memiliki hubungan hukum secara langsung yang 

membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara 

menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima 

pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Namun, pada faktanya pihak 

penyelenggara tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini 

jelas bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 77 / POJK.01/ 

2016 pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang 

timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. 

Pada saat ini juga dapat dilihat baik di website atau aplikasi layanan pinjam 

meminjam berbasis fintech, terdapat disclaimer bagi pengguna berkaitan dengan 

risiko. Adapun isi dari disclaimer diantaranya:  

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan 

kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, 

sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung 

sepenuhnya oleh masing-masing pihak. 
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2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, 

tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko 

gagal bayar ini. 

Hal tersebut menimbulkan adanya keterbatasan tanggung jawab dari pihak 

penyelenggara dimana kreditur tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari 

pendanaan yang disalurkan. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya 

memberikan perlindungan bagi seluruh warganya dalam sektor jasa keuangan 

termasuk bagi kreditur sebagai salah satu pengguna jasa keuangan dalam layanan 

pinjam meminjam berbasis fintech.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi dari sisi kreditur sebagai 

pemberi pinjaman dan pihak penyelenggara sebagai penyedia layanan fintech peer to 

peer lending dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA 

LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE BERBASIS PEER TO PEER LENDING”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksistensi 

Fintech Peer to Peer Lending?  

2. Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Kreditur Apabila Terjadi sengketa Pada 

Layanan Fintech Peer to Peer Lending?  



15 
 

 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Dalam Penelitian 

a. Meninjau lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam 

penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending. 

b. Mengetahui apa saja upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan 

oleh kreditur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran dalam 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat awam serta 

bisa menjadi referensi ilmu bagi kalangan akademis yang memiliki kasus 

serupa sehingga dapat tercapainya suatu penyelesaian dalam permasalahan 

hukum tentang perlindungan hukum bagi kreditur pada layanan pinjaman uang 

online berbasis Peer to Peer Lending. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti, tentunya hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

penambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dan menjadi 

bahan kajian terkait perlindungan hukum bagi kreditur pada layanan pinjaman 

uang online berbasis Peer to Peer Lending. 



16 
 

 
 

D. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada dan memiliki kesamaan namun, ada perbedaan dengan apa 

yang diteliti oleh penulis. Penelitian-penelitian yang telah ditelusuri dan ditemukan 

dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Alfhica Rezita Sari mahasiswa Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN 

FINANCIAL TECHNOLOGY  BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI 

INDONESIA” meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi 

pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis Peer to Peer lending 

di Indonesia dan keterbatasan tanggung jawab pihak penyelenggara fintech Peer to 

Peer lending jika terjadi gagal bayar. 15 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Cheppy Anugrah mahasiswa Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Jember dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM 

PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING” meneliti tentang pengaturan fintech dan 

 
15 Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia,” Skripsi 

Universitas Islam Indonesia (2018). 
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upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila mengalami kerugian 

dan bagaimana batasan suku bunga di dalam fintech Peer to Peer lending.16  

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh K.M. Syarif Hidayatullah mahasiswa Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul 

“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI LENDER (PEMBERI PINJAMAN) 

DALAM BISNIS FINTECH PEER TO PEER LENDING” meneliti tentang bagaimana 

perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis dalam Peer to Peer lending 

bagi pemberi pinjaman dalam hal ini kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dari 

para pihak.17 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis menemukan ada beberapa 

perbedaan dan kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini 

hendak mengkaji, Pertama ingin membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditur 

terhadap eksistensi fintech peer to peer lending. Kedua mengenai apa saja upaya yang 

dapat dilakukan oleh kreditur dalam penyelesaian sengketa fintech peer to peer 

lending. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian studi kepustakaan 

(Library Research) dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. 

 
16 Cheppy Anugrah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology 

(Fintech) Dalam Perusahaan Peer to Peer Lending,” Skripsi Universitas Jember (2019). 
17 K.M. Syarif Hidayatullah, “Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi 

Pinjaman) Dalam Bisnis Fintech Peer to Peer Lending,” Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Palembang (2020). 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori tentu sangat diperlukan dalam setiap penulisan, identifikasi teori-teori 

digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis angkat berkaitan dengan Perlindungan 

Hukum Bagi Kreditur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Berbasis Peer to Peer 

Lending, Penulis menggunakan teori: 

1. Teori Perlindungan Hukum  

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum 

adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga 

negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan 

hidup bagi warga negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan 

rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian 

pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga 

negaranya. 18 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi 

hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap 

dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati 

hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan 

 
18 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Bakti, 1998) hlm. 153. 
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bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang 

bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun 

ancaman dari pihak manapun.19 

Jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 

2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. 

Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk 

terjadinya pinjaman online secara ilegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk 

menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya gagal bayar (wanprestasi). Maka dapat 

dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian 

hukum. 

2. Teori Perjanjian 

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak 

yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. 

Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian 

tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perjanjian 

dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.  

 
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53. 
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Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum 

kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu 

pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi.20 Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat 

yang disebutkan dalam pasal 1320. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut 

sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab 

yang halal disebut dengan syarat objektif. 

Perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dijelaskan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 

yang sama pula. 

3. Teori Pengawasan 

Menurut Sujanto, pengawasan ialah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.21 

 
20 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 

hlm.1. 
21 Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (jakarta, Ghalia Indonesia, 2003) 

hlm.17. 
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Dalam hal ini keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya 

pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan 

sebutan fintech (financial technology). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon 

yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan Pasal 1 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK 

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.22 Tugas pengawasan 

OJK, yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan dan atau para penyelenggara 

jasa keuangan. Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen 

ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan 

pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa 

keuangan.  

4. Teori Penyelesaian Sengketa 

Richard L. Abel, mengartikan sengketa (dispute) adalah, “Pernyataan publik 

mengenai tuntutan yang tidak selaras (Inconsistent claim) terhadap sesuatu yang 

bernilai.”23 Selanjutnya, dapat ditambahkan mengenai pengertian sengketa adalah, 

 
22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1). 
23 H. Salim HS dan Erlies Septiana N, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.136. 
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“Pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak 

yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, dalam hal ini berupa uang”.24  

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non 

litigasi. Pada proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau 

yang sering disebut dengan istilah “litigasi” penyelesaian sengketa dilaksanakan 

dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan 

memutuskannya dilaksanakan oleh hakim, sementara pada proses penyelesaian 

sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan “non litigasi” penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan 

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, 

arbitrase, dan pendapat yang mengikat.  

F. Metode Penelitian 

Agar tercapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini. Penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

 
24 Ibid., hlm.137. 
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penelitian yang erat hubungannya dengan penelitian penulis.25 Dalam hal ini penulis 

menggunakan objek kajian pustaka berupa buku-buku, website, jurnal, dan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik, yaitu penelitian dengan cara 

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, 

kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi kesimpulan.26 Dalam penulisan ini penulis 

mendeskripsikan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum serta analisis guna menjawab dan mencari pemecahan masalah terkait isu 

hukum yang dihadapi. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis 

normatif adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari 

sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut 

pandang norma-norma yang berlaku.27 

 

 

 
25 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 

hlm. 3. 
26 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granat 2004), hlm.1. 
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 1. 
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4. Sumber Data dan Bahan Hukum. 

a. Sumber Data  

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, data 

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer 

adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau 

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.28 Dalam penelitian 

ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;  

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi; 

 
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 

1984), hlm 54. 
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e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 

Keuangan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan 

memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman 

yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum 

menghasilkan analisis hukum yang baik.29 Dalam penelitian ini yang menjadi 

bahan hukum sekunder terdiri atas:  

a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan 

sebagai bahan hukum primer;  

b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Fintech Peer 

to Peer Lending; 

c) Hasil penelitian; dan 

d) Pendapat ahli yang kompeten. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum 

primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia. 

 
29 Ibid., hlm. 141. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang 

cukup tinggi, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam 

penelitian hukum normatif. Penulis memperoleh data melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. 

b. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis 

data dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengelompokan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan peristiwa konkret. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini penulis menyajikan 5 bab yang 

memberikan gambaran menyeluruh agar tidak keluar dari pokok masalah yang telah 

ditentukan, maka untuk mempermudah pembahasannya disusun berdasarkan 

sistematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai 

berikut:  
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Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Tentang Financial Technology, Perjanjian Pinjam 

Meminjam, dan Otoritas Jasa Keuangan, merupakan Tinjauan umum yang di 

dalam bab ini penulis menyajikan tentang Pengertian Financial Technology, 

Perjanjian Pinjam Meminjam, dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Bab III Gambaran Umum Mengenai Fintech Peer To Peer Lending dan 

Sengketa Yang Ditimbulkan Serta Upaya Hukum, merupakan bab yang di dalam 

bagian ini penulis memaparkan terkait Fintech Peer to Peer Lending dan Sengketa 

Fintech Peer to Peer Lending. 

Bab IV Aspek Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan 

Fintech Peer to Peer Lending, merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian 

dan analisis terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer to Peer 

Lending dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fintech Peer to Peer Lending. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah 

yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari 

hasil penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan 

sebagai berikut:  

1. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara 

online antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman tentu menimbulkan 

suatu konsekuensi hukum. Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan 

tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman 

mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara 

dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui pinjaman. Apabila terjadi 

gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya mengusahakan 

pembayaran melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan 

mengusahakan agar tidak terjadi gagal bayar akan tetapi tidak menjamin 

keberhasilannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 dan pada Pasal 37 POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis 

Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa Penyelenggara wajib 

bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan 

dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Terjadinya 

gagal bayar sebagai bentuk kesalahan dari pegawai penyelenggara dalam 
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mengelola dan mengoperasikan layanan fintech, penyelenggara sebagai 

pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi 

dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

2. Upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila terjadi sengketa pada layanan 

fintech peer to peer lending adalah dengan penyelesaian sengketa melalui 

Litigasi, yaitu dilaksanakan melalui pengadilan dimana kewenangan untuk 

mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim serta penyelesain 

sengketa melalui non litigasi, yaitu dengan prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di sengketa diluar pengadilan melalui lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, arbitrase, dan 

pendapat yang mengikat. 

B. Saran 

1. Perkembangan di bidang keuangan yang sangat signifikan yakni penggunaan 

internet dalam menyelenggarakan transaksi keuangan, sangat membantu 

masyarakat. Tidak hanya industri-industri besar melainkan usaha-usaha kecil 

mikro (umkm) akan memperoleh keuntungan dari penggunaan fintech Peer to 

Peer lending. Agar penggunaan fintech Peer to Peer lending menjadi lebih 

optimal, baik kepada pemerintah serta sektor swasta sebagai penyelenggara 

dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan, seminar, simulasi dari penggunaan 

fintech itu sendiri.  
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2. Untuk masyarakat diharapkan lebih bijak dan berhati-hati dalam pinjaman 

uang secara online. Jangan sampai terjebak oleh fintech peer to peer lending 

ilegal. Pilihlah fintech peer to peer lending legal yang terdaftar dan diawasi 

oleh otoritas jasa keuangan. 

3. Terkhusus untuk fintech peer to peer lending, kepada pemerintah agar dapat 

menambah regulasi yang mencakup seluruh segi kegiatan usaha. Terhadap 

regulasi yang sudah ada senantiasa diperbaharui dan menyesuaikan 

perkembangan zaman. Kepada sektor swasta selaku penyelenggara, 

diharapkan memberi mekanisme serta upaya yang lebih konkret dalam 

penyelesaian sengketa yang terjadi bagi pemberi pinjaman karena diakibatkan 

penerima pinjaman bermasalah dalam pembayaran pinjaman. 
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